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Accepted: 30/04/2026 jurisdiction of the Polda Metro Jaya. This policy is a form

of implementation of the Regulation of the Indonesian
Keywords: Policy National Police Number 7 of 2023, which promotes the
Implementation, Public Service,  digitalization of licensing services through the
Digitalization, Community SuperApps Presisi Polri. This research employs a
Activity Permit, Indonesian qualitative approach with a descriptive-analytical
National Police method. Data was collected through interviews,

observations, and documentation. The results indicate
that the implementation of the application has not been
optimal. This is reflected in the low usage rate of the
application compared to manual procedures. Several
factors influence the implementation, including
ineffective  policy communication, limitations in
resources-particularly from the user side-declining
commitment of implementers, and a bureaucratic
structure that has not been fully digitally integrated. In
addition, there is a gap between the top-down approach
used in policy formulation and the needs of the
community as service users, who tend to prefer flexibility
and direct interaction in the licensing process.

PENDAHULUAN

Salah satu pelaksana pelayanan publik dalam institusi kepolisian adalah fungsi Intelijen
Keamanan. Beberapa jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh fungsi intelijen adalah
penerbitan SKCK, penerbitan surat izin keramaian, penerimaan surat pemberitahuan unjuk rasa,
dan pelayanan lainnya.

Direktorat Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen
keamanan pada tingkat Polda. Secara spesifik dalam Perpol 14 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah menyebutkan bahwa salah satu tugas Direktorat
Intelkam adalah memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan
peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Tugas ini dilaksanakan dengan fungsi memberikan pelayanan masyarakat
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yang meliputi penerimaan surat pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat
Keterangan Catatan Kepolisian, administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata
api dan bahan peledak.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan intelijen di Direktorat Intelkam, bagian yang
bertugas adalah Siyanmin (Seksi Pelayanan Administrasi) untuk memberikan pelayanan dan
pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat
serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian. Siyanmin melaksanakan fungsi pelayanan surat
izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan
sosial atau politik masyarakat, dan SKCK; serta pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan
pelayanan surat izin atau keterangan.

Pada tahun 2023, Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian terkait pelayanan publik, yaitu
Perpol 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada
Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Peraturan ini dibuat untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan Polri. Peraturan ini juga
memperkenalkan sebuah sistem pelayanan baru di dalam lingkungan Polri, secara khusus dalam
pelayanan penerbitan surat izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Sistem pelayanan terbaru yang ditawarkan oleh peraturan ini memberikan kemudahan bagi
pemohon kegiatan keramaian dalam proses pengajuan permohonan izin. Pada pasal 12 ayat 2 huruf
a menjelaskan bahwa permohonan izin dapat diajukan dengan cara elektronik melalui aplikasi
pelayanan perizinan kepolisian atau aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi.

Aplikasi pelayanan perizinan kepolisian yang dimaksud adalah SuperApps Presisi Polri.
Melalui aplikasi tersebut, pemohon dapat mengajukan izin, mengetahui jumlah personil
pengamanan Polri untuk kegiatan, melakukan pembayaran PNBP pengamanan, hingga menerima
surat izin yang dapat digunakan dalam kegiatan yang mereka ajukan. Aplikasi pelayanan
penerbitan izin kegiatan masyarakat telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 24 Juni 2024.
Dalam sambutan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkandung harapan dalam
peluncuran aplikasi tersebut, yakni

“...Digitalisasi perizinan bukan hanya sekedar memindahkan proses manual ke online tapi juga
penyederhanaan proses birokrasi perizinan...” (Pernyataan Kapolri)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekapitulasi penerbitan rekomendasi dan izin
kegiatan masyarakat oleh Siyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya tahun 2024 dan 2025 ditemukan
adanya penurunan jumlah signifikan angka permohonan pengajuan izin melalui Aplikasi
Penerbitan Izin Online. Pada prosesnya, implementasi perpol ini mendapatkan kritik dan masukan,
terutama dari pihak pemohon izin kegiatan keramaian. Pemohon, dalam hal ini event organizer
(penyelenggara kegiatan) menganggap bahwa peraturan dan sistem baru ini tidak banyak
membantu dalam proses penerbitan surat izin kegiatan.

Ketidakpuasan ini dijelaskan dalam surat resmi dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia
(APMI) sebelum pelaksanaan Peluncuran Aplikasi Penerbitan Perizinan Online pada Juli 2024.
Dalam surat tersebut APMI menyatakan sulitnya menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru
melalui Aplikasi perizinan online yang disediakan Polri. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari
APMI adalah proses yang tidak mengizinkan mereka untuk bertemu serta melakukan rapat dengan
pihak kepolisian untuk menentukan jumlah personel yang akan ditugaskan dalam pengamanan,
selanjutnya beberapa administrasi yang harus diunggah sebagai persyaratan penerbitan izin hanya
diperuntukkan bagi organisasi yang terdaftar secara legal pada dinas pariwisata. Selain ungkapan
I —————_—_—_—_—_—_—_——
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ketidakpuasan dari APMI selaku bagian dari masyarakat yang dapat mengajukan permohonan
surat izin, personel Polri yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan juga mengalami kendala,
seperti tidak tersedianya wadah bagi petugas untuk menghubungi pemohon izin yang tidak
mengunggah berkas administrasi yang sesuai dengan kebutuhan persyaratan penerbitan surat izin.
Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan dalam melakukan percepatan perizinan karena tidak
terdapat jalur komunikasi antar lembaga terkait yang dilibatkan dalam proses penerbitan surat izin.

Di sisi lain, pelaksanaan penerbitan perizinan secara online masih dilakukan secara terbatas
di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ditunjuk sebagai pilot project oleh Badan
Intelijen Keamanan Polri dalam pelaksanaan program ini. Namun, hingga tahun 2025 belum
dilaksanakan pengembangan program tersebut di Polda lainnya maupun di Bidang Pelayanan
Masyarakat Badan Intelijen Keamanan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa Perpol 7 Tahun 2023
dan Aplikasi perizinan kegiatan masyarakat belum dilaksanakan secara serentak dan efektif di
seluruh wilayah Indonesia.

Perpol 7 Tahun 2023 dan Aplikasi perizinan kegiatan masyarakat dibuat untuk
mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik kepolisian, namun pada kenyataannya,
masih terdapat banyak kendala yang menyebabkan pelayanan publik yang dilakukan oleh
kepolisian, secara khusus dalam penerbitan surat izin kegiatan keramaian umum masih belum
menunjukkan progres yang sesuai dengan tujuan awal dibuatnya peraturan ini. Penelitian ini
diadakan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi perizinan kegiatan masyarakat di
lingkungan wilayah hukum Polda Metro Jaya?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis.
Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memahami secara
mendalam proses implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023 di Polda Metro Jaya,
termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya
dalam konteks pelayanan publik perizinan kegiatan masyarakat.

Metode deskriptif analitis dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan
menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara faktual, tetapi juga menganalisisnya
dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik. Dengan kata lain, penelitian
ini berupaya menghubungkan realitas empiris di lapangan dengan kerangka konseptual yang
relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian ilmiah menurut Djaman Satori dan Aan
Komariah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Proses ini
dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti.
Beberapa teknik yang digunakan adalah Wawancara; teknik ini digunakan untuk mengetahui
informasi terkait pengalaman, kendala dan harapan dari masyarakat maupun personel yang terlibat
dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SuperApps Presisi Polri, sesuai dengan Perpol 7 Tahun
2023. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mendalam dari masing-masing individu di
dalam tahapan penggunaan aplikasi dan implementasi Perpol tersebut.

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung setiap proses pelayanan publik
yang digunakan oleh Perpol 7 Tahun 2023. Digunakan untuk menilai apakah setiap tahap telah
dilakukan dalam implementasi perpol dan penggunaan aplikasi, telah sesuai dengan ketentuan.
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Digunakan juga untuk mengamati respons serta interaksi antara masyarakat dan personel dalam
proses implementasi tersebut.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan proses implementasi perpol dan penggunaan aplikasi dalam konteks pelayanan
publik pada Polri. Mencakup rekapitulasi data, jenis kegiatan, jumlah kegiatan yang diajukan
dengan menggunakan aplikasi maupun secara manual, serta mengidentifikasi kendala dan
kesulitan yang menjadi keluhan pemohon terkait layanan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara terus-
menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Miles & Huberman
(1994:10), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama yang berlangsung
secara interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Implementasi Perpol 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan
Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya di Polda
Metro Jaya

Peraturan penerbitan surat izin keramaian melalui sistem digital dalam Aplikasi SuperApps
Presisi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum
dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Peraturan ini menjadi landasan operasional bagi kepolisian
dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan kegiatan masyarakat, sekaligus
menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan izin keramaian. Urgensinya
karena mekanisme perijinan manual praktiknya sering kali memerlukan waktu lebih lama serta
melibatkan interaksi administratif yang cukup kompleks.

Perpol tersebut berfungsi sebagai instrumen regulatif yang memberikan kepastian
prosedural bagi institusi kepolisian dalam melaksanakan pelayanan publik, sekaligus memberikan
kejelasan bagi masyarakat terkait mekanisme pengajuan izin kegiatan keramaian.

Dengan adanya aplikasi SuperApps Presisi Polri ada beberapa keuntungan, yakni;

1. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana
kebijakan disampaikan, dipahami, serta diinterpretasikan oleh para pelaksana kebijakan maupun
pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif diperlukan agar
tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aktor
yang terlibat dalam proses implementasi.

Dalam implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan,
dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya,
aspek komunikasi tercermin dalam proses sosialisasi kebijakan, penyampaian mekanisme
pelayanan baru, serta koordinasi antara satuan kerja kepolisian dengan pihak eksternal yang
menjadi pengguna layanan.

Salah satu tahapan penting dalam proses komunikasi kebijakan tersebut adalah rapat
internal yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024, di mana Ditintelkam Polda Metro Jaya
menerima undangan untuk mengikuti kegiatan penyusunan skenario uji coba aplikasi perizinan
keramaian. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi
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(Divtik) Polri, sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan serta pengelolaan
sistem aplikasi di lingkungan Polri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut
cenderung bersifat direktif, yaitu berupa instruksi langsung dari Baintelkam Polri kepada Polda
Metro Jaya tanpa disertai dengan penjelasan formal yang terdokumentasi secara tertulis.

Selain itu, penerapan sistem aplikasi perizinan ini juga melibatkan sejumlah lokasi kegiatan
yang ditetapkan sebagai bagian dari uji coba sistem pelayanan berbasis aplikasi. Namun demikian,
penunjukan lokasi-lokasi tersebut tidak disertai dengan penjelasan resmi mengenai dasar
pertimbangan pemilihannya.

Adapun tujuh penyedia lokasi kegiatan yang dimaksud adalah pengelola Gelora Bung
Karno (GBK), ICE BSD, JICC, TMII, NICE PIK 2, Jiexpo Kemayoran, dan BCIS Ancol. Kegiatan
keramaian yang diselenggarakan di tujuh lokasi tersebut diarahkan untuk menggunakan prosedur
penerbitan izin melalui aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi sebagai bagian dari implementasi
sistem digital yang dikembangkan oleh Polri.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan tidak hanya mencakup sumber daya
manusia, tetapi juga meliputi sumber daya organisasi, sarana dan prasarana, teknologi, serta
kapasitas institusi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Tanpa dukungan sumber daya
yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan secara baik sekalipun berpotensi mengalami
kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan penerbitan izin melalui sistem aplikasi terintegrasi
membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan
sistem digital, serta pemahaman terhadap prosedur administrasi perizinan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Ditintelkam Polda Metro Jaya menunjuk dua personel sebagai
operator di tingkat Polda, serta satu operator dari masing-masing Polres yang menaungi lokasi
kegiatan keramaian tertentu, sesuai dengan petunjuk dari Baintelkam Polri.

Adapun pembagian wilayah kerja operator tersebut meliputi lima Polres yang menaungi tujuh

lokasi kegiatan keramaian berskala besar di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu:

a. Polres Metro Jakarta Pusat, yang menaungi lokasi kegiatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta
International Convention Center (JICC), dan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

b. Polres Metro Jakarta Timur, yang menaungi lokasi kegiatan Taman Mini Indonesia Indah
(T™MI).

c. Polres Metro Jakarta Utara, yang menaungi Beach City International Stadium (BCIS) Ancol.

d. Polres Metro Tangerang Kota, yang menaungi Nusantara International Convention Exhibition
(NICE) PIK 2.

e. Polres Tangerang Selatan, yang menaungi Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan para pelaksana kebijakan dalam
menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi menjadi faktor
penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan
oleh kualitas regulasi atau ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan serta konsistensi
para pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan.
Sikap dan komitmen tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti pelaksanaan
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koordinasi lintas lembaga, penyelenggaraan pelatihan bagi operator, serta pengawasan terhadap
pelaksanaan sistem pelayanan yang baru diterapkan.

Dalam pelaksanaan sistem penerbitan izin kegiatan keramaian melalui aplikasi SuperApps,
institusi Polri tidak bekerja secara mandiri, melainkan melibatkan kerja sama dengan berbagai
kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Kerja sama lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan bahwa
sistem pelayanan perizinan berbasis digital dapat berjalan sesuai dengan standar tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Beberapa lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi
sistem tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko
Marves) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PAN-RB). Selain kementerian, pelaksanaan sistem ini juga melibatkan sejumlah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Mandiri dan PT Telkom Indonesia, yang
berperan sebagai bagian dari tim transisi dalam penyediaan sistem komputerisasi serta
infrastruktur elektronik yang sesuai dengan standar sistem pemerintahan berbasis digital.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya indikasi penurunan komitmen dan konsistensi
dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi layanan perizinan kegiatan keramaian. Meskipun secara
administratif sistem aplikasi masih tersedia dan dapat diakses, namun tidak terdapat upaya lanjutan
yang signifikan dari pihak-pihak terkait untuk mendorong pemanfaatan sistem tersebut secara
optimal. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan konsisten dari para pelaksana kebijakan serta
lembaga yang terlibat dalam koordinasi program, implementasi kebijakan berpotensi mengalami
stagnasi atau bahkan tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun kebijakan digitalisasi layanan perizinan kegiatan keramaian
telah dirumuskan secara normatif melalui Perpol Nomor 7 Tahun 2023 dan didukung oleh sistem
aplikasi digital, keberlanjutan implementasinya sangat dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi
para pelaksana kebijakan dalam menjalankan serta mengembangkan sistem tersebut secara
berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan bagaimana pembagian tugas, mekanisme koordinasi,
prosedur operasional, serta hubungan kelembagaan di antara organisasi yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak efektif, terlalu kompleks, atau tidak
terkoordinasi dengan baik dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi kebijakan publik.
Salah satu karakteristik utama dari sistem pelayanan perizinan berbasis digital yang dikembangkan
dalam kebijakan ini adalah integrasi sistem antar lembaga. Sistem aplikasi yang digunakan tidak
dibangun sepenuhnya sebagai sistem baru, melainkan memanfaatkan integrasi antara sistem yang
telah ada sebelumnya.

Dalam hal ini, sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan platform perizinan
berusaha milik pemerintah dipadukan dengan Aplikasi SuperApps Presisi Polri sebagai sistem
pelayanan perizinan kepolisian. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses
administrasi perizinan kegiatan keramaian serta meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan
publik. Untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki
pemahaman yang sama mengenai mekanisme kerja sistem, Tim Transisi juga menetapkan Service
Level Agreement (SLA) bagi masing-masing instansi yang terlibat dalam sistem pelayanan
tersebut. SLA tersebut berfungsi sebagai kesepakatan operasional yang mengatur standar waktu
I —————_—_—_—_—_—_—_——
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dan mekanisme kerja dari setiap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin kegiatan
keramaian.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya sistem administrasi surat
menyurat secara elektronik di lingkungan Polda Metro Jaya. Akibatnya, meskipun permohonan
izin kegiatan keramaian diajukan melalui sistem aplikasi secara daring, proses administrasi di
tingkat internal kepolisian masih dilakukan secara manual. Dalam praktiknya, operator pelayanan
harus mengunduh dokumen administrasi yang diunggah oleh pemohon melalui sistem aplikasi,
kemudian mencetak dokumen tersebut untuk diproses secara manual dan ditandatangani secara
fisik oleh Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Akses komunikasi ini dianggap penting oleh pengguna layanan, karena dalam sistem yang
berjalan saat ini aplikasi secara otomatis akan menolak dokumen yang diunggah apabila dianggap
tidak memenuhi persyaratan administratif. Penolakan tersebut tidak selalu disertai dengan
penjelasan yang memadai mengenai alasan atau kekurangan dokumen yang diunggah oleh
pemohon. Kondisi ini menyebabkan pemohon mengalami kesulitan dalam memperbaiki dokumen
yang ditolak oleh sistem.

Ketiadaan mekanisme komunikasi antara pemohon dan operator pelayanan juga berpotensi
memperlambat proses pengajuan izin kegiatan keramaian. Hal ini disebabkan karena pemohon
harus melakukan proses unggah dokumen secara berulang tanpa memperoleh umpan balik yang
jelas mengenai kesalahan atau kekurangan dokumen yang diajukan sebelumnya.

Akibatnya, sebagian pengguna layanan lebih memilih untuk mengajukan permohonan
penerbitan izin kegiatan keramaian secara langsung di kantor kepolisian. Mekanisme pengajuan
secara manual dinilai lebih fleksibel karena memungkinkan pemohon untuk berinteraksi langsung
dengan petugas pelayanan, berdiskusi mengenai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, serta
memperoleh arahan mengenai proses administrasi yang harus dilalui.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem aplikasi pelayanan perizinan telah
dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi, struktur birokrasi yang ada saat ini belum
sepenuhnya mampu mendukung implementasi sistem digital tersebut secara optimal. Perbedaan
mekanisme administrasi antar lembaga serta keterbatasan sistem komunikasi antara pengguna
layanan dan penyedia layanan menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi
kebijakan.

Konsep Top Down dan Bottom Up Dalam Implementasi Pelayanan Penerbitan lzin
Keramaian Lewat Aplikasi SuperApps Presisi Polri

Pendekatan top-down merupakan salah satu perspektif utama dalam studi implementasi
kebijakan publik. Pendekatan ini memandang bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dari
keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan pada tingkat atas, kemudian dilaksanakan secara
berjenjang oleh aparat birokrasi di tingkat bawah. Dalam perspektif ini, implementasi dipahami
sebagai proses penerjemahan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan oleh otoritas pemerintah ke
dalam tindakan administratif yang dilakukan oleh organisasi pelaksana.

Proses implementasi kebijakan dipandang sebagai sistem yang bersifat hierarkis dan
terstruktur, di mana instruksi kebijakan mengalir dari tingkat pengambil keputusan menuju aparat
pelaksana di tingkat operasional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung
pada beberapa faktor penting, seperti kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi aturan pelaksanaan,
serta kapasitas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan yang efektif
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juga harus didasarkan pada kerangka teori kausal yang kuat, yaitu hubungan sebab-akibat yang
logis antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang diharapkan.

Dalam implementasinya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kebijakan
tersebut kemudian diadaptasi melalui pengaturan teknis yang lebih spesifik mengenai mekanisme
penerbitan izin kegiatan keramaian. Polri mengadopsi ketentuan terkait tata cara perizinan
keramaian yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat
Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, kemudian merumuskannya dalam peraturan
internal organisasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum
dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

PNBP atas layanan pengamanan tersebut merupakan ketentuan resmi yang ditetapkan oleh
negara dan wajib dipenuhi oleh pengguna layanan sebelum surat izin kegiatan keramaian dapat
diterbitkan melalui sistem aplikasi. Dengan demikian, seluruh rangkaian regulasi tersebut
menunjukkan bahwa implementasi sistem pelayanan penerbitan izin kegiatan keramaian melalui
aplikasi SuperApps Presisi Polri merupakan hasil dari proses kebijakan yang dirumuskan secara
berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat operasional.

Implementasi Bottom Up dalam Penerapan Aplikasi Pelayanan Penerbitan Izin Keramaian
Lewat SuperApps Presisi Polri

Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh
pengalaman, respons, serta adaptasi yang dilakukan oleh aktor pelaksana di tingkat operasional
dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam konteks penerapan sistem pelayanan penerbitan
izin kegiatan keramaian melalui aplikasi SuperApps Presisi Polri, pendekatan bottom-up dapat
dilihat dari pengalaman para pelaksana kebijakan di tingkat operasional, khususnya operator
pelayanan pada Siyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya serta operator pelayanan pada
Satintelkam Polres jajaran. Para operator tersebut merupakan pihak yang secara langsung
berinteraksi dengan sistem aplikasi serta dengan masyarakat sebagai pemohon izin kegiatan
keramaian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat operasional tidak
sepenuhnya mengikuti desain sistem digital yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Para
pelaksana kebijakan di lapangan pada akhirnya harus menyesuaikan prosedur pelayanan agar
proses penerbitan izin kegiatan keramaian tetap dapat berjalan. Dalam perspektif bottom-up,
kondisi ini mencerminkan adanya proses adaptasi oleh para pelaksana kebijakan terhadap
keterbatasan sistem yang tersedia.

Ketiadaan mekanisme komunikasi dalam sistem aplikasi menjadi salah satu kendala bagi
pengguna layanan. Tanpa adanya interaksi langsung antara pemohon dan operator pelayanan,
proses pengajuan izin kegiatan keramaian melalui aplikasi menjadi kurang efektif bagi sebagian
pengguna layanan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penyelenggara kegiatan mengalami
kesulitan dalam mengakses sistem aplikasi untuk mengajukan permohonan izin kegiatan
keramaian. Akibatnya, banyak pengguna layanan yang lebih memilih untuk mengajukan
permohonan izin secara langsung di kantor kepolisian dibandingkan menggunakan sistem aplikasi
yang tersedia. Perpol Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa:
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“Permohonan izin sebagai dimaksud pada ayar (1) diajukan oleh pemohon, dengan cara: a)
Elektronik melalui aplikasi pelayanan perizinan kepolisian atau aplikasi pelayanan perizinan yang
terintegrasi; atau b) Langsung pada loket pelayanan perizinan kegiatan masyarakat di kantor Polri”

Dalam praktiknya, mekanisme pengajuan izin secara langsung dinilai lebih fleksibel
karena memungkinkan pengguna layanan untuk berkomunikasi langsung dengan petugas
pelayanan serta memperoleh penjelasan mengenai kelengkapan dokumen administrasi yang harus
dipenuhi. Interaksi langsung ini dianggap membantu mempercepat proses administrasi
dibandingkan dengan mekanisme pengajuan izin melalui sistem aplikasi yang bersifat otomatis.
Selain itu, temuan penelitian menjelaskan bahwa biaya pengamanan yang ditetapkan dalam aturan
Permenkeu Nomor 104 tahun 2023 terlalu berat untuk ditanggung oleh pemohon. Karena kondisi
yang mereka alami saat mengadakan sebuah kegiatan keramaian tidak selalu konstan secara
finansial. Sehingga adakalanya pelaksana kegiatan harus menunggu hingga kegiatan selesai, lalu
membayarkan biaya terkait. Sistem pembayaran PNBP yang tidak dapat dinegosiasikan dan
berbentuk persentase, membuat pemohon tidak dapat memprediksi besaran biaya yang harus
mereka bayarkan untuk pengamanan. Sehingga, saat resi pembayaran keluar melalui aplikasi,
pemohon hanya memiliki waktu 3 x 24 jam untuk melunasi.

Kondisi ini merupakan hasil yang tidak menguntungkan bagi pengguna layanan penerbitan
izin kegiatan keramaian melalui aplikasi. Karena jumlah personel dan biaya pengamanan bersifat
final melalui aplikasi. Jika pemohon tidak membayarkan jumlah yang sesuai dalam waktu yang
telah ditentukan, maka Surat 1zin kegiatan tidak akan diterbitkan. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan penerbitan izin kegiatan keramaian tidak
hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan di tingkat
pusat, tetapi juga oleh pengalaman dan respons pengguna layanan terhadap sistem pelayanan yang
disediakan. Dalam perspektif bottom-up, pengalaman para pelaksana kebijakan di tingkat
operasional serta testimoni pengguna layanan menjadi faktor penting dalam memahami dinamika
implementasi kebijakan di lapangan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan penerbitan izin kegiatan masyarakat melalui aplikasi SuperApps
Presisi Polri belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penggunaan
aplikasi dalam proses pengajuan izin kegiatan keramaian. Data penelitian menunjukkan bahwa
dari total 1.395 penerbitan izin kegiatan masyarakat pada periode tahun 2024 hingga 2025, hanya
14 izin yang diajukan melalui aplikasi, sedangkan 1.381 izin masih diajukan melalui mekanisme
manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan digitalisasi pelayanan publik
untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses perizinan belum sepenuhnya tercapai dalam
praktik implementasinya.

Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh aspek komunikasi, penyampaian kebijakan
kepada pelaksana di tingkat daerah dan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan belum
dilakukan secara optimal sehingga pemahaman terhadap penggunaan sistem aplikasi masih
terbatas. Pada aspek sumber daya, meskipun sistem aplikasi dan personel operator telah tersedia,
namun persyaratan administratif seperti kewajiban kepemilikan akun OSS dan kode KBL tertentu
menjadi kendala bagi sebagian penyelenggara kegiatan dalam mengakses sistem aplikasi.

Pada aspek disposisi implementor, terdapat komitmen awal dari berbagai lembaga
pemerintah dalam mendukung program digitalisasi pelayanan perizinan kegiatan keramaian.
Namun komitmen tersebut tidak berlanjut secara konsisten setelah pelaksanaan rapat koordinasi
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terakhir pada tahun 2024, sehingga implementasi kebijakan mengalami stagnasi. Sementara pada
aspek struktur birokrasi, integrasi sistem administrasi antar lembaga belum berjalan secara
optimal, karena beberapa tahapan administrasi internal masih dilakukan secara manual dan belum
sepenuhnya terintegrasi secara digital.
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